BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR:bL /HK.01.01/K.KN-02/06/2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk mengoptimalkan Layanan Informasi Publik
sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
dan  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Hulu tentang Daftar Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52486);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109),

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 141);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2p17 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Standar Layanan Prosedur Penyelesaian .Sengketa
Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189),

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Noumr'1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
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Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 17).

3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor :0075
/K.BAWASLU/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan

Infformasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
terdiri atas:

1. Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan
Klasifikasinya sebagai berikut yaitu

a.

b.

Q

Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum.

Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
Pemilu yang dikecualikan

. Daftar Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang

dikecualikan

. Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang dikecualikan
. Infformasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang

dikecualikan _ .
Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang

dikecualikan

. Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikecualikaq _
. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

ang dikecualikan :

ﬁlformasi Memorandum Atau Surat-Surat Antar Ba_dan F_‘ubhk

Atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
dikecualikan ;

{:fggmasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota yang dikecualikan







LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 06 HK.01.01/K KN-02/06/2022
TANGGAL 06 JUNI 2022
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKAS! INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN

ot | BADAN PE[JSBAWAS PEMILIHAN UMUM
1. | Formulir Model A 1. Penerimaan Laporan
. Formulir Model A.2 Formulir Temu;n"—m
18 Formulir Model A.3. Tanda Bukti Peneﬁr'n;n Laporan
4 Formulir Model A 4 Undangan Klanﬁkasn
S Formulir Model A 5. Keterangan/Klainﬁ‘kasl bl Bawah Sumpah/Janiji
6 Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janp
7 Formulur Model A 7. Berita Acara KIarrﬂkasu %
8 Formuhr Model A 8. Ka;aln Dugaan Pelangggaran
SR BOF Wi
| 9 Formullr Model A 9 Penerusan Peianggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10 Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11. | Formulir A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12. | Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
Formulir Model TSM GBW-1 — Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan
13. | Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis,
Dan Masif
14. | Formulir Model TSM GBW-2 — Tanda Bukti Penerimaan Berkas
Formulir Model TSM GBW-3 — Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran
15. | Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara
Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
Formulir Model TSM GBW-5 — Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran
16. | Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara
Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17. | Formulir Model TSM GBW-10 — Berita Acara Pemeriksaan
18. | Formulir Model TSM GBW-11 — Risalah Sidang Pemeriksaan
Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT,Psikotes, Kesehatan,
19. dan Wawancara)
Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis
20. Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21. | Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22 | Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu
23 | Kabupaten/Kota






















LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU

NOMOR O6 /HK 01.01/K KN-02/06/2022

TANGGAL 06 JUNI 2022

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES

ey PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN ey e 3
Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah Hi t
L pemohon/termohon/pihak terkait di'l;‘agg:k:: s o
2 Formulir model PSP-15 berita acaramusyawarah Hingga putusan
| N 1 O dibacakan
3 Formulir model PSP-20 venﬁkasn permohonanpenyelesaian Hingga putusen
sengketa antarpeserta pemilihan dibacakan
4 Formulir model PSP-21 berita acaramusyg_warah Hingga putusan
penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan [ Sacnikin
5. Formulir model PSP-24 buku penerimaanpermohonan Hingga putusan
¢ ORI dibacakan
& Dokumentgs: video dan aud!q proses musyawarah Hingga putusan
penyelesaian sengketa pemilihan dibacakan
_7 Risalah dan notulensi proses musyawarahpenyelesaian Hingga putusan
sengketa pemilihan dibacakan
o i i an
8 SK penetapan panitia musyawarah ;’ig'gg:kg;“us
Dokumen, rekaman audio/video, dan catatandalam Rapat
9. pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian (310) Toun (Pesal'S sym
- sengketa PP 61 Tahun 2010)
- Dokumen, rekaman audio/video, dan catatandalam ?%Tahun (Pasal 5 ayat
musyawarah secara tertutup PP 61 Tahun 2010)
: A Hingga putusan
|11 Alat bukii tertulis Y
———

12






LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN

PENGAWAS

PEMILIHAN  UMUM  KABUPATEN
KAPUAS HULU

NOMOR
TANGGAL
KLASIFIKASI

© ©C HK.01.01/K KN-02/06/2022
© 06 JUNI 2022

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YANG DIKECUALIKAN

NO

JANGKA WAKTU

1

4

Formulir Model A 1 Laporan

30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
61 Tahun 2010)

2. [Formulir Model A 2

| BB ROI.  esd L T .

30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
61 Tahun 2010)

3 ’F ormulir Model A 3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 2? ;2$nn 2(5183)3' 5ayat (1) PP
‘ Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
4 Laporan 61 Tahun 2010)
, [ R B T 5 ayat (1) PP
I[ 5. [Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran :(1) Im 2(5133)3' ayat (1)
i Formulir Model A 4 1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
8. lLaporan 61 Tahun 2010)
30 Tahun (Pasal 5 (1) PP
7. Formulic Model A 5 Pelimpahan s zfo s oy
. . 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
8. |Formulir Model A 6 Informasi Awal Laporan 61 Tahun 2010)
Formulir Model A 6.1 Berita Acara Keterangan Informasi 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
9 |awal 61 Tahun 2010)
. : 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
10. [Formulir Model A 7 Undangan Klarifikasi 61 Tahun 2010)
Formulir Model A 8 Keterangan / Klarifikasi dibawah 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
1. i 61 Tahun 2010)
Sumpah/Janji
i an / Klarifikasi dibawah Sumpah /30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
12 Forrpulnr Model A.9 Keterang e 2010)
Janji ahun
” : 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
13 Formulir Model A 10 Berita Acara Klarifikasi 61 Tahun 2010)
30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
14. [Formulir Model A 11 Kajian Dugaan Pelanggaran 61 Tahun 2010)
i 1) PP
ir Model eneru elanggaran Kode Etik 30 Tahun (Pasal 5 ayat (
el il iy 61 Tahun 2010)
15. Penyelenggara Pemilu
. Administrasi (30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
16 Formulir Model A 14 Penerusan Pelanggaran o 2010)
" PPemilihan
30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP
17 [Formulir Model A 15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan 61 Tahun 2010)
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